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SAAT ini, kepala daerah hasil Pemilukada serentak yang sudah dilantik, oleh undang-undang diberikan waktu enam bulan setelah pelantikannya untuk menghasilkan RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah). RPJMD sebagai dokumen induk pembangunan daerah selanjutnya akan menjadi arah dan bahkan indikator keberhasilan kepala daerah dalam bentuk kebijakan daerah. 
Itu mengapa jika ada pertanyaan bagaimana membuat sebuah pemerintahan efektif? Maka selain pentingnya kepemimpinan yang baik, jujur, berintegritas, inovatif, dan seterusnya, jawaban akan bermuara pada dua hal lainnya yaitu keberfungsian. 
Adalah penting untuk menjamin adanya pemerintah yang “cakep” atau pemerintah yang nampak tampan/cantik karena bersih dari perilaku koruptif. Namun hal yang juga penting adalah adanya pemerintah yang “cakap” yaitu pemerintah yang mampu menjalankan dua tugas pokoknya: membangun kebijakan publik yang baik dan melayani publik secara berkualitas.

Mengapa kebijakan publik yang baik atau unggul penting?. Berbagai penelitian dan pengalaman menunjukkan bahwa banyak kejatuhan dan keberhasilan suatu negara bangsa ditentukan oleh kehebatan kebijakan publiknya, bukan oleh sumber daya alam, posisi strategis, bahkan politiknya. Pemimpin, sistem politik, sumber daya alam, posisi strategis adalah faktor pembentuk atau input sebagai “producers”, namun bukan faktor penentu atau “driver”. Itu mengapa beberapa pemerintah di negara maju sekalipun --apalagi di negara berkembang-- banyak membuat kebijakan publik yang menyedihkan rakyat, dan akhirnya justru menyengsarakan.

Kebijakan Publik Yang Baik

Bilamana kebijakan publik dikatakan baik atau unggul? Riant Nugroho (2015) memberi penekanan bila memenuhi tiga syarat utama: bersifat cerdas, bijaksana dan memberi harapan. Kebijakan publik bersifat cerdas ketika kebijakan publik langsung mengena terhadap inti dari permasalahan di masyarakat. Bersifat bijaksana, artinya kebijakan tersebut harus bersifat adil dan tidak memihak serta kebijakan dikatakan unggul apabila memiliki sifat memberi harapan bagi masyarakat untuk menjadi lebih baik.

Saya beberapa kali pernah ‘mendampingi’ pemerintah kabupaten/kota dan provinsi dalam menyusun sebuah kebijakan; mulai yang sifatnya makro (misalnya rencana pembangunan jangka panjang/menengah daerah) maupun yang sifatnya sektor (persampahan, pendidikan, penanaman modal, sosial, dan sebagainya). Terdapat dua kesamaan yang saya tangkap dari seluruh pengalaman mendampingi proses itu, yaitu pertama, kehendak untuk ATM (amati, tiru, dan modifikasi) dari pengalaman  atau contoh yang telah dilakukan oleh daerah lain. Hasilnya, deretan program terpampang sangat banyak sehingga apa yang pernah dilakukan daerah lain --atau dikehendaki oleh aturan/kebijakan yang lebih tinggi--  pasti ada dalam deretan kebijakan dan program yang disusun; bahkan terkadang lebih banyak, lebih rinci, dan lebih termodifikasi.

Masalah kedua adalah format anggaran negara kita yang money follow functions (uang mengikuti fungsi) sehingga tidak memungkinkan masuknya key performence indicators (misalnya) sebagai basis penyusunan anggaran untuk mampu mengimplementasikan seluruh kebijakan dan program hasil modifikasi itu. Bagi daerah lain, mungkin dianggap minimal, namun bagi daerah tertentu bisa maksimal. Implikasinya, tidak ada jaminan apakah rencana kebijakan dan program yang lebih banyak, lebih rinci, dan lebih termodifikasi itu akan dapat terimplementasi. 
Inilah persoalan yang selama ini tidak banyak dipahami. Ternyata tidak semua pemerintah daerah memiliki kapasitas yang sama untuk bisa melakukan hal yang sama dengan yang pernah di lakukan lakukan daerah lain; selain karena problem dan tantangan daerah yang juga tidak seragam. Karenanya, ‘memaksa’ pemerintah untuk mampu menyelesaikan seluruh problematika publik saya rasa juga berlebihan. Tidak adil rasanya jika frame berpikir kita selalu pada “apa yang seharusnya dilakukan pemerintah” bukan pada “apa yang dapat dilakukan pemerintah”.
Sesuatu yang tak terbantahkan adalah bahwa pendapatan daerah bukan tak terbatas. Kontrol dan kemampuan pemerintahpun ada batasnya. Inilah yang saya sebut dengan keterbatasan dalam kebijakan. Karena itu, prioritasisasi merupakan sebuah pilihan. Terdapat berbagai model dalam memilih prioritas kebijakan dalam pembangunan; misalnya model Yeremias T. Keban (2001) dan time matrix management-nya Stephen Covey. 
Prioritasisasi Kebijakan

Keban memperkenalkan pemetaan kebijakan pembangunan ke dalam empat zona dan masing-masing memerlukan penanganan yang berbeda. Masalah pembangunan fisik (jalan, jembatan, gedung sekolah) berada pada zona satu (computation zone) yakni mudah disetujui sekaligus mudah dilaksanakan. Pada zona ini, kebijakan terbatas pada perhitungan matematik; usulan-persetujuan-hitung materi-kebutuhan dana-laksanakan-selesai.
Zona kedua adalah negosiasi (negotiating zone) di mana masalah di sini sulit untuk disetujui namun caranya masih mudah. Contoh kebijakan KB (keluarga berencana), awalnya BKKBN sangat sulit meyakinkan (baik presiden maupun masyarakat) untuk mengimplementasikan ‘masalah pribadi’ ini. Namun, kemampuan negosiasi menjadikan kebijakan ini mudah dilaksanakan. Zona ketiga dan keempat adalah masalah yang besar, banyak, berat, dan mendasar. Kemiskinan, misalnya, ada di zona ketiga (judgement zone) artinya susah dilaksanakan meskipun mudah disetujui. Dan zona keempat adalah inspiration zone sebagai sebuah kebijakan yang sudah disetujui dan sulit dijalankan.  

Masalah tidak adanya pemahaman yang cukup tentang kebijakan publik bagi pengambil kebijakan, kiranya dapat dikuatkan dengan pemahamannya untuk memilih prioritas kebijakan di wilayahnya menggunakan beberapa pendekatan itu. Saya kira posisi menjadi pengambil kebijakan (pemimpin) tetaplah penting untuk mau “belajar” menjadi “cakap” karena tidak semua pemimpin memiliki kapasitas untuk berinovasi; terutama bagi pemimpin yang lahir dari keberuntungan semata dalam ajang Pemilukada.

